PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7  TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN INKLUSIF UNTUK LANJUT USIA
DAN PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Harapan Inklusif untuk
Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten
Gresik merupakan salah satu output kunci dari
Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan
sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten
Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gresik telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2024
tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk
Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten
Gresik;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Keluarga
harapan Inklusif dapat berjalan dengan lebih baik dan
akuntabel utamanya terkait dengan kriteria dan
mekanisme pelaksanaannya, maka terhadap
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu dilakukan perubahan;



Mengingat
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia

Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat,
dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial
Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan
Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012
Nomor 13);
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Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun
2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah  beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2021 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun
2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2019 Nomor 14);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten
Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021
Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten
Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023
Nomor 44);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia
Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN INKLUSIF UNTUK
LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN GRESIK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Program Keluarga Harapan

Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas

Kabupaten Gresik diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan

ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Penerima manfaat Bantuan Sosial PKH Inklusif

sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 4

diperuntukkan bagi Lansia dan Penyandang

Disabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

a. Terdaftar di DTKS;

b. Tergolong Penyandang Disabilitas atau Lansia
Minimal Berusia 60 (enam puluh) tahun;

c. Belum pernah menerima Bantuan Sosial; dan
Penduduk yang memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan
berdomisili di Kabupaten Gresik.

Penerima  manfaat Penyandang  Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual,

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

dihapus.

Dalam hal penerima manfaat Bantuan Sosial PKH

Inklusif adalah Lansia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b berstatus suami istri, yang

memperoleh hanya salah seorang dari mereka.

Penerima manfaat Bantuan Sosial PKH Inklusif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga

(KK).

Kriteria Lansia yang belum menerima Bantuan

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah Lansia yang belum menerima

Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST),

PKH Reguler, dan program Jaminan Sosial Provinsi

Jawa Timur.
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(7) Jumlah penerima manfaat untuk tiap tahun

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan

daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH

Inklusif dilakukan melalui beberapa tahapan

sebagai berikut:

a.
b.

Perencanaan kegiatan;

Verifikasi data calon penerima Bantuan Sosial

PKH Inklusif oleh Dinas Sosial berdasarkan

data nominatif DTKS dari Aplikasi SIKS-NG

Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Validasi data calon penerima manfaat Bantuan

Sosial PKH Inklusif oleh Dinas Sosial;

Penetapan penerima manfaat Bantuan Sosial

PKH Inkusif oleh Bupati;

Penyaluran Bantuan Sosial PKH Inklusif

melalui PT. POS Indonesia;

Pendampingan penerima manfaat Bantuan

Sosial PKH Inklusif;

Pencairan Bantuan Sosial PKH Inklusif dapat

diwakilkan apabila penerima manfaat dalam

kondisi sebagai berikut:

1) sakit yang dibuktikan dengan surat
keterangan sakit dari puskesmas atau
rumah sakit; dan

2) bepergian yang dibuktikan dengan surat
keterangan Desa yang ditandatangani serta
berstempel Kepala Desa.

Apabila penerima manfaat berhalangan hadir di
waktu penyaluran bantuan sosial PKH Inklusif,
maka penerima manfaat dapat memberikan
surat kuasa pengambilan bantuan sosial yang
ditanda tangani oleh penerima manfaat selaku
pemberi kuasa, penerima kuasa, dan surat
keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan

Rekonsiliasi data penerima manfaat Bantuan

Sosial PKH Inklusif yang tersalurkan.
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(2) Mekanisme teknis penyaluran Bantuan Sosial PKH
Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Bantuan Sosial PKH Inklusif yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 7



